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ABSTRAK

Pandemi COVID-19 melumpuhkan sistem kesehatan tak terkecuali pada puskesmas, sehingga
diperlukan langkah untuk pencegahan dimana salah satunya melalui vaksinasi. Vaksinasi COVID-
19 adalah program yang dilaksanakan bertahap dengan tenaga kesehatan menjadi sasaran prioritas.
Kabupaten Banyumas merupakan sebuah wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang terdampak
COVID-19 dengan terdapat empat puskesmas yang menutup pelayanannya akibat banyaknya tenaga
kesehatan yang terpapar. Kuota vaksin di Kabupaten Banyumas seringkali kekurangan dikarenakan
jatah dari pusat tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga memengaruhi implementasi program
vaksinasi. Terdapat variabel yang berperan dalam keberhasilan program, yaitu sumberdaya dan
struktur birokrasi. Tujuan dari peneltiian berikut adalah menganalisis struktur birokrasi program
vaksinasi COVID-19 pada bidan di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas. Penelitian berikut adalah penelitian kualitatif dengan informan utama dari empat
puskesmas paling terdampak COVID-19 dan tiga puskesmas dengan jumlah bidan terbanyak, serta
dengan informan triangulasi adalah bidan pemegang program vaksinasi, kepala puskesmas dan
pemegang program vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hasil yang
didapatkan yaitu Pada faktor sumber daya, informan utama merasa sumber daya manusia yang
terlibat cukup, berkompeten, serta melibatkan kerjasama lintas sektor, dan selalu mematuhi SOP.
Pada variabel struktur birokrasi informan utama menyatakan SOP tersedia lengkap serta telah
dilaksanakan secara sesuai. Hendaknya dapat membuat protokol/ketentuan mengenai giat monitorng
dan evaluasi program vaksinasi COVID-19, untuk dapat dilakukan secara mandiri oleh puskesmas
dan sentra layanan vaksinasi COVID-19 lainnya, sehingga monitoring dan evaluasi dapat
berlangsung dua arah dan dapat meminimalisir adanya bias dalam penilaian.

Kata Kunci: Bidan, COVID-19, Sumber Daya , Struktur Birokrasi, Vaksinasi
ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has paralyzed the health system, including the puskesmas, so concrete
steps are needed for prevention, one of which is through vaccination. The COVID-19 vaccination is
a program that is carried out in stages with health workers being the priority target. Banyumas
Regency is an area in Jawa Tengah Province that has been affected by COVID-19 with four
puskesmas closing their services due to the large number of health workers with COVID-19. Vaccine
quotas in Banyumas Regency are often short, thus affecting the implementation of the vaccination
program. There are variables that play a role in the success of the program, namely resources and
bureaucratic structure. The purpose of the following research is to analyze the COVID-19
vaccination employee program at the puskesmas midwives in the Banyumas District Health Office.
This research is a qualitative research with the main informants were from the four puskesmas with
the most affected by COVID-19 and the puskesmas with the highest number of midwives, and with
triangulation informants were the vaccination program’s coordinator at the puskesmas, the head of
the puskesmas and the vaccination program’s coordinator at the Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas. The results obtained are on the resource cause, the main informants feel that the human
resources involved are enough, competent, and involve cross-sectoral codperation, and always
comply with SOPs. In the bureaucratic structure variable, the main informant stated that the SOP
was complete and had been implemented so.
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PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 terjadi di seluruh
dunia tak terkecuali di Indonesia.
mencatat

Indonesia jumlah

akumulatif ~ kasus  terkonfirmasi
COVID-19 per-31 Maret 2021
sebesar 1.511.712 jiwa (Kompas,
2021). Pandemi COVID-19 dengan
cepat melumpuhkan sistem kesehatan
dimana terjadi peningkatan
kunjungan yang sangat drastis dari
masyarakat ke fasilitas pelayanan
kesehatan hingga berujuang pada
kolapsnya sistem tersebut, tak
terkecuali puskesmas sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan primer
(Layyinah, 2021). Laju pertambahan
kasus baru dan angka kematian akibat
COVID-19 kian tak terkendali,
sehingga diperlukan langkah konkrit
untuk pencegahan dimana salah
satunya melalui penyelenggaraan
vaksinasi.  Vaksinasi  merupakan
upaya yang dinilai paling efektif
untuk mengatasi pandemi COVID-19
yang masih berlangsung (Kompas,
2020).

Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan
secara bertahap dengan tenaga
kesehatan, lansia, dan petugas publik

menjadi sasaran prioritas. Program

vaksinasi COVID-19 dilaksanakan

dengan  sistem  empat  meja
(pendaftaran, skrining, vaksinasi,
obsevasi) yang dilakukan selama dua
kali periode penyuntikan/pemberian
vaksin. Target sasaran vaksinasi
COVID-19 di Indonesia adalah
mencapai 181.554.465 jiwa namun
baru terealisasi sebanyak 8.954.300
setidaknya per 15 Mei 2021
(Alodokter, 2021). Banyak faktor
yang disinyalir dapat mempengaruhi
keberhasilan implementasi  suatu
program. Implementasi merupakan
sebuah tahap yang dilakukan untuk
mencapai tujuan tertentu setelah suatu
aturan hukum/kebiajakan ditetapkan
melalui proses politik. Variabel pada
model implementasi yang berperan
dalam keberhasilan suatu program,
yaitu Sumber daya dan struktur
birokrasi (Kompas, 2021).

Kabupaten Banyumas merupakan
salah satu bagian wilayah Propinsi
Jawa Tengah yang terbagi ke dalam
27 Kecamatan dan memiliki sebanyak
39 unit puskesmas. Selama pandemi
COVID-19, setidaknya empat unit
puskesmas di Kabupaten Banyumas
tidak menerima pelayanan akibat
banyaknya tenaga kesehatan yang
terpapar COVID-19 (BPS, 2020)

Kabupaten Banyumas mendapat
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kuota vaksin sebesar 3.626 paket
untuk tenaga kesehatan, namun hal ini
tidak sebanding dengan jumlah
tenaga kesehatan yang ada yakni
sebanyak 10.389 jiwa yang membuat
penyelenggaraan vaksinasi sering
terkendala. Oleh sebab itu, vaksinasi
COVID-19 pada tenaga kesehatan di
Kabupaten Banyumas diutamakan
kepada yang berinteraksi langsung
dengan pasien terkonfirmasi dimana
bidan masuk ke dalam kategori

tersebut (Winarno, 2011).

METODE

Penelitian  observasional dengan
pendekatan kualitatif, dimana
informan utama adalah seluruh bidan
di seluruh puskesmas di Kabupaten
Banyumas. Pengambilan sampel
dilakukan secara purposive dimana
informan utama diambil dari empat
puskesmas paling terdampak
COVID-19 dan tiga puskesmas
dengan jumlah bidan terbanyak,
dengan masing-masing unit diambil
lima bidan. a. Kriteria pengambilan
sampel  Berdasarkan  puskesmas
terdampak COVID-19; Puskesmas
Somagede 5 bidan, Puskesmas
Jatilawang 2 Bidan, Puskesmas

Wangon 5 Bidan, Puskesmas

Cilongok 2 Bidan. Berdasarkan
puskesmas dengan jumlah bidan
terbanyak; Puskesmas Sokaraja 3
Bidan, Puskesmas Purwokerto
Selatan 3  Bidan, Puskesmas
Purwokerto Barat 3 Bidan.Sementara
itu, informan triangulasi pada
penelitian berikut adalah seorang
bidan pemegang program vaksinasi
dari kelompok puskesmas terdampak
COVID-19, seorang kepala
puskesmas dari kelompok puskesmas
dengan jumlah bidan terbanyak, dan
seorang pemegang program vaksinasi
COVID-19 di Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyumas 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia

Seluruh informan menyatakan
bahwa sumber daya manusia
yang bertugas telah mencukupi
dan berkompeten, dengan tiga
informan utama diantaranya
menyatakan bahwa SDM yang
bertugas telah divaksin terlebih
dahulu. Seluruh informan juga
menyatakan bahwa terdapat
kerjasama lintas sektor sebagai
bentuk dukungan.

“...SDM yang terlatih oleh
dinas kesehatan sudah
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terpercaya,  kompeten  di
bidangnya, dan mencukupi
bahkan lebih dari cukup.” — ITUS5

“...saya rasa SDM-nya
mencukupi dan  pemberian
vaksin pada bidan diberikan
sesama bidan yang telah
divaksin sebelumnya.” — U4

“...sudah pasti ada kerjasama
lintas sektor seperti babinsa,
kamtibmas, koramil, polsek
setempat. Tokoh publik seperti
kades dan perangkat juga selalu
hadir.” — IU1

Seluruh informan menyatakan
bahwa sumber daya manusia
yang bertugas telah dipastikan
memenuhi protokol kesehatan
dan mengutamakan keramahan

dalam pelayanannya.

“...untuk SDM sudah pasti ya
dan tetap melakukan protokol

kesehatan karena bagian dari
SOP.” —IUS

“...SDM ramah karena bagi
yang terlaporkan tidak ramah
akan dipanggil dan ditegur.” —
U2

Empat informan menyatakan
bahwa jadwal vaksinasi pada
bidan telah tepat waktu, karena
mengikuti SOP yang telah ada
dan sedikitnya sasaran yang
harus  divaksinasi.  Seluruh
informan menyatakan proses

vaksinasi bidan  dilakukan

sesuai nomor antrean kecuali
bagi bidan yang tengah hamil
atau lansia, dan jika terdapat
bidan yang berhalangan hadir
akan dilakukan penjadwalan
ulang.

“...pelayanan  sangat tepat
waktu karena keterbatasan
tenaga dan sedikitnya sasaran
yang harus dipenuhi, jadi
cepat.” — U3

“...tetap sesuai dengan nomor
antre kecuali untuk ibu hamil,
dan lansia diutamakan untuk
vasin dulu.” — [U4

“...bidan yang berhalangan
hadir kita akan lakukan
penjadwalan ulang dan diganti
sama bidan yang bisa untuk
memenuhi kuota per hari tadi.
(30 orang)” — IU2

Pernyataan tersebut juga senada
dengan hal yang diutarakan
informan  triangulasi  bidan
pemegang program dan kepala
puskesmas  bahwa  syarat
prekrerutan SDM untuk
pengusulan prokja program
vaksinasi COVID-19 adalah
harus  merupakan  seorang
tenaga kesehatan dan pernah
mengikuti pelatihan. Sementara
itu, monitoring dan evaluasi
kegiatan dilakukan oleh dinas

kesehatan untuk memantau



kesesuaian SOP, kepatuhan
protokol kesehatan, dan
keramahan pelayanan.

“...mereka sudah paham vya,
paling memang tentang sistem
pelayanannya saja yang
kemarin ~ memang  sangat
ditekankan (di pelatihannya.” —
IT1

“...yang pertama harus tenaga
kesehatan, lalu harus juga
mengikuti pelatihan dari dinas
kesehatan. Kemudian harus ikut
menerangkan kepada teman-
teman (nakes) yang lain.” — IT2

“...kalau monev selama ini
langsung dari dinas kesehatan.”
—1T2

Hal ini juga sejalan dengan
peryataan  oleh  informan
triangulasi dinas kesehatan,
dimana jumlah dan kompetensi
sumber daya manusia sudah
mencukupi dan memadai, serta
telah mengacu pada ketentuan
yang tertuang pada peraturan
menteri  kesehatan  (PMK).
Sementara itu, seperti yang
diungkapkan oleh informan
triangulasi kepala puskesmas,
monitoring dan evaluasi
program dilakukan langsung
oleh dinas kesehatan.

“...untuk SDM sudah sangat
mencukupi dan kompeten.” —
IT3
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“...tempat dan sentra harus
mengacu pada PMK, namun itu
sebenarnya lebih ke alur saja
sih (meja 1 —4).” - IT3

“...pastinya ada pelatihan yang
sama juga monitoring yang
dilakukan setiap hari oleh tim
supervisor dinas untuk
dilakukan evaluasi.” — IT3

Berdasarkan pernyataan-
pernyataan di atas, dapat
disimpulkan bahwa seluruh
bidan merasa sumber daya
manusia yang terlibat dalam
program vaksinasi COVID-19
pada bidan telah cukup secara
kuantitas, kompeten di
bidangnya, dan
menjalin/melibatkan kerjasama
lintas sektor untuk
meningkatkan kuaitas

pelayanan, serta mematuhi SOP

yang tersedia seperti:
menerapkan protokol
kesehatan, ramah dalam

melayani, dan menggunakan
sistem antrean bagi kelompok
non prioritas (lansia dan ibu
hamil).

Hal ini telah sesuai dengan
Permenkes No. 10 Tahun 2021
Pasal 28 dan 30 dimana sumber
daya manusia yang bertugas

harus berkompeten, ramah, dan
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menerapkan prinsip
pencegahan dan pengendalian
infeksi melalui  penegakan
protokol kesehatan, dengan
perlengkapan  yang  telah
disediakan.  Lebih  lanjut,
kesimpulan tersebut juga telah
sesuai dengan pasal 33 pada
peraturan yang sama dimana
dalam pelaksanaan vaksinasi
COVID-19, pemerintah daerah
berhak untuk menjalin
kerjasama dengan badan usaha,
baik milik negara maupun
swasta, juga Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian ~ Negara
Republik Indonesia dan/atau
pihak lainnya bila diperlukan.

Sumber daya manusia
merupakan pelaku utama dan
tidak dapat terpisahkan dalam
impelementasi suatu program,
dimana program dikatakan
berhasil  jika  seperangkat
sumber daya manusia di
dalamnya cukup dalam segi
jumlah, memadai dalam segi
kualitas, bertanggung jawab
sesuai peraturan yang berlaku
(Liliweri,  2012)  Program
vaksinasi  yang  memiliki

seperangkat  sumber  daya

manusia dengan  sifat-sifat
tersebut, diharapkan  dapat
berjalan efektif dan efisien
dimana untuk = menambah
peluang ini diperlukan
keterlibatan lintas sektoral di

dalamya (Asmanto, 2021).

. Pendanaan

Empat informan menyatakan
merasa nyaman saat proses
vaksinasi berlangsung.
Sedangkan  satu  informan
lainnya mengungkapkan alasan
ketidaknyamanan-nya

disebabkan oleh panas, hujan,

dan padat antrean.

“..saya merasakan
ketidaknyamanan karena
banyak orang, panas, hujan.
Mungkin itu menjadi

permasalahan dimana-mana.” —
U1

Keseluruhan informan kompak
menyatakan bahwa  sarana
prasarana penunjang kegiatan
seperti alat kesehatan sudah
sangat mencukupi jumlahnya
karena sudah teralokasikan oleh
dinas  kesehatan  setempat.
Sarana dan prasarana
penunjang  lainnya  seperti
sistem  kedaruratan = sudah

disediakan dan telah memadai.



“.untuk alkes tidak ada
kekurangan karena ditentukan

stok dan persiapan dari awal.” —
IUS

“...adaruang emergensi terpisah
dengan alat-alat mumpuni.” —
U2

“.untuk mobil ambulance
selalu hadir dan stand by dari
awal hingga selesai.” — [US

Sementara itu untuk sarana
prasarana penunjang
kenyamanan seperti  WIFI,
pendingin ruangan, hiburan,
terdapat empat informan yang
merasakan sarana tersebut.

“...WIFI sudah ada dan TV
juga sudah ada. Sesekali juga
memanggil tukang sulap untuk
penunjang kenyamanan.” — [U1

“...di ruang observasi ada AC
dan ruang karaoke untuk
menunjang kenyamanan.”

U2

Sesuai dengan informasi di atas,
informan  triangulasi  bidan
pemegang program dan kepala
puskesmas juga menyatakan
bahwa pendanaan  didapat
langsung dari dinas kesehatan
untuk perangkat yang berkaitan
dengan vaksin. Namun,
puskesmas sendiri juga
menyediakan  alokasi  dana

untuk  pengadaan sarana
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prasarana pendukung vaksinasi
COVID-19.

“...kalau selama ini (kegiatan
vaksinasi) kita menggunakan
dana alokasi khusus ya (dari
dinas kesehatan), dan untuk
sistemnya tidak setiap bulan
dicairkan ya, tapi tetap kita
membuat perencanaannya tetap
setiap bulan untuk lebih cepat
mendapat persetujuan.” — IT1

“...kalau untuk vaksin dan
perangkatnya ada dari dinas
kesehatan langsung, tapi kalau
sarana dan prasarana kita dari
internal puskesmas.” — 1T2

Hal tersebut juga telah sesuai
dengan pernyataan informan
triangulasi dinas kesehatan
dimana pendanaan terkait
vaksinasi dijamin oleh dinas
kesehatan, dengan besar alokasi
yang telah mencukupi karena
telah  teralokasikan dengan
baik. Bahkan dalam pengadaan
sarana-prasaran terkait
vaksinasi, dinas kesehatan
selalu mendapat dukungan dari
berbagai sektor.

“...anggaran sudah cukup
sampai sejauh ini. Mungkin
lebih ke alokasinya, lebih ke
transportasi vaksin, pengadaan
SDM, dan pengadaan sentra
vaksin... kami juga mendapat
support dari kominfo, BPD, dan
bupati.” — IT3
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“...sejauh ini pendanaan tidak
pernah  kekurangan karena
sudah ada alokasinya sendiri
dan semuanya kan menyorot ke
ini ya (vaksinasi) jadi
dipastikan semua dana
dialihkan ke sini (vaksinasi).” —
IT3

Berdasarkan pernyataan-
pernyataan di atas, dapat
disimpulkan bahwa seluruh
bidan merasa tempat
pelaksanaan vaksinasi COVID-
19 telah memadai sehingga
hampir seluruh bidan merasa
nyaman akan ketika melakukan
vaksinasi COVID-19. Seluruh
bidan juga menyatakan bahwa
sarana  prasrana penunjang
vaksinasi COVID-19 seperti
alat kesehatan dan sistem
kedaruratan  telah tersedia
secara cukup dan memadai.
Namun untuk sarana prasarana
penunjang kenyamanan, tidak
seluruh bidan mengaku
merasakan hal tersebut.

Hal tersebut telah sesuai dengan
Permenkes No. 10 Tahun 2021
Pasal 43 yang menyatakan
bahwa  pendanaan  terkait
pelaksanaan vaksinasi telah

terjamin di dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.[9]

Sarana dan prasaran penunjang,
baik unuk kegiatan vaksinasi
maupun  untuk  penunjang
kebutuhan lainnya, mempunyai
kedudukan yang sama
pentingnya dengan
ketersediaan ~ dan  kualitas
sumber daya manusia.[12]
Kelengkapan  sarana  dan
prasaran penunjang ini dapat
memengaruhi keberhasilan
kegiatan  vaksinasi  melalui
tingkat kepuasan dan kinerja
sumber daya manusia yang
terlibat di dalamnya (Afrizal,
2021).

Kelengkapan  sarana  dan
prasrana penunjang, bergantung
pada sistem pendanaan yang
berlaku, dimana sarana dan
prasarana penunjang terkait
kegiatan  vaksinasi  sudah
seharusnya mendapat alokasi
khusus dari dinas kesehatan
setempat  (Asmanto, 2021).
Permenkes No. 71 Tahun 2016
menyatakan ~ bahwa  dana
bantuan operasional kesehatan
(BOK) dari  kementerian

kesehatan membantu



pemerintah daerah
melaksanakan pelayanan
kesehatan ~ sesuai  dengan
standar (SPM) (Permenkes,
2017). Pendanaan di bidang
kesehatan merupakan faktor di
balik kesuksesan
realisasi/penyelenggaraan

program-program di
puskesmas, termasuk di

dalamnya adalah imunisasi

(Sondakh, 2020).

B. Struktur Birokrasi

Seluruh  informan menyatakan
SOP telah tersedia secara lengkap
dan telah dilaksanakan seluruhnya.
Petugas vaksinasi juga dirasa telah
kompeten di bidangnya masing-
masing.

“...SOP lengkap ya pastinya dan
(pelaksanaan) sudah sesuai karena
semuanya sudah diatur sesuai
dengan kebiajakn dinas.” — IUS

“...sudah kompeten karena sudah
ada  sosilasisasi dari  dinas
sebelumnya.” — U3

Seluruh  informan menyatakan
pernah melihat NIK bidan lainnya
yang tidak terdeteksi dengan satu
informan di antaranya
menambahkan lambatnya jaringan

internet juga menjadi kendala.
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Tiga  informan  menyatakan
kendala NIK tersebut harus diatasi
oleh peserta (bidan itu sendiri)
sedangkan dua lainnya
menyatakan  kompetensi  yang
mumpuni dari tim pelaksana,
membuat semuanya dapat teratasi.

“...sering menemukan kendala
jaringan internet lelet dan NIK
tidak terdaftar.” — IU3

“...pernah ada menemukan NIK
yang tidak cocok namun untuk
petugas entry dapat mengatasi
karena kompetensi yang
mumpuni.” — [US

“...kami anjurkan untuk mengurus
ke desa dulu lalu ke kecamatan
untuk update data.” — [U4
Informan triangulasi bidan
pemegang program dan kepala
puskesmas juga menyatakan SOP
telah tersedia secara lengkap di
puskesmas dan pelaksanaannya
juga telah sesuai. Informan
triangulasi kepala puskesmas juga
mengungkap-kan bahwa telah
menjalin kerja sama lintas sector
untuk  mennggulangi  berbagai
macam kendala yang timbul
selama pelaksanaan vaksinasi.

“...waktu itu memang satu paket,
jadi ada SK dan SOP untuk
pelaksanaan di lapangan ya.” — IT1

“...secara umum sudah ya karena
pegangan kita selama bekerja ya
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SOP itu, dan juga SOP ini demi
untuk keselamatan nakes kita
sendiri dan sasaran.” — IT1
“...semuanya  sudah  sesuai
dengan SOP mulai dari rantai
dingin, pencatatan, pelaporan,
pertanggung jawaban juga sudah
lengka.” — IT2

“...wewenangnya ya melakukan
skrining dan memerikan terapi,
lalu kalau untuk tim vaksinator ya
wewenang kita melakukan safety
injection ya ke sasaran.” — IT1

“...wewenangnya mungkin saya
juga berwenang memberikan
jaminan kesehatan bidan ya, lalu
juga menjalin kerja sama lintas
sektoral, atau ke perangkat desa
untuk  meningkatkan  cakupan
vaksinasi.” — T2

Berbeda dengan pernyataan dari
informan utama dan informan
triangulasi  kepala puskesmas.
Informan triangulasi dinas
kesehatan menyatakan bahwa
masih menemukan implementasi
di lapangan yang tidak sesuai
dengan SOP, sehingga dinas
kesehatan ~ berwenang  untuk
melakukan advokasi dan
perumusan regulasi untuk

mengatasi masalah tersebut.

“...hasil monev membuktikan
beberapa hal yang masih kurang
sesuai dengan SOP.” — IT3

“...teknis di lapangan masih
ditemukan beberapa yang tidak
sesuai walaupun sudah dilatih,

misalkan: vaksin dijejer di luar
pendingin, jarum ditutup kembali
setelah digunakan yang berisiko
digunakan kembali apabila tidak
fokus.” — IT3

“...wewenangnya adalah
bagaimana kita melakukan
advokasi dan perumusan regulasi
di tingkat kabupaten.” — IT3

Berdasarkan pernyataan-
pernyataan  di  atas, dapat
disimpulkan bahwa seluruh bidan
menyatakan SOP telah tersedia
secara  lengkap dan  telah
dilaksanakan secara sesuai oleh
petugas yang kompeten, walaupun
sering  terjadi  kendala  saat
pendaftaran sasaran ke dalam
sistem. Akan tetapi, Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas
menyanggah hal tersebut dimana
masih ditemukannya hal-hal yang
tidak sesuai dengan SOP melalui
giat monitoring dan evaluasi yang
dilakukan. Oleh karena hal
tersebut, Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas
merumuskan regulasi terkait dan
mengadvokasikan ke  tingkat
kabupaten untuk meminimalisir
masalah tersebut.

Hal ini telah sesuai dengan

Permenkes No. 10 Tahun 2021
Pasal 34 dan 44 dimana
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penyediaan standar operasional
prosedur merupakan salah satu
bagian dari pelaksanaan program
vaksinasi dan menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah, yang
dilakukan pembinaan dan
pengawasan secara berkala dan
berkesinambungan oleh dinas
kesehatan daerah masing-masing
sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangannya. Birokrasi
menjadi suatu hal yang penting di
dalam tercapainya keberhasilan
dalam suatu implementasi, dimana
ketidak-lengkapan salah satu/lebih
dari satu unsur di dalamnya dapat
memengaruhi  keefektifan  dan
keefisienan implementasi program

tersebut (Shahara, 2020)

KESIMPULAN

Pada faktor sumber daya, informan
utama merasa sumber daya
manusia yang terlibat telah cukup
secara kuantitas, kompetensi, dan
dengan menjalin/melibatkan
kerjasama lintas sector untuk
meningkatkan kuaitas pelayanan,
serta selalu mematuhi SOP yang
tersedia. Informan utama juga
merasa tempat pelaksanaan dan

sarana ~ prasrana  penunjang

Jurnal Bina Cipta Husada Vol. XVIII No.l Januari 2022

vaksinasi COVID-19 telah
memadai. Namun untuk sarana
prasarana penunjang kenyamanan,
tidak seluruh informan
merasakannya.

Pada faktor struktur birokrasi,
informan utama menyatakan SOP
telah tersedia lengkap serta telah
dilaksanakan secara sesuai oleh
petugas yang kompeten, walaupun
sering terjadi  kendala saat
pendaftaran sasaran ke dalam
sistem. Akan tetapi, Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas
menyanggah hal tersebut dengan
ditemukannya beberapa hal yang
tidak sesuai SOP melalui giat

monitoring dan evaluasi.
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